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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jal<arta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota
Jakarta.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus
lbukota Jakarta.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
lbukota Jakarta.

6. Asisten Kesejahteraan Masyarakat adalah Asisten Kesejahteraan
Masyarakat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

7. Dlnas Kesohatan adalah Dlnae Kosohatan Provlnel Dgornh Khuerrs
lbukota Jakarta.

8. Rumah Sakit l(husus Daerah Duren Sawit yang selanjutnya disebut
RSKD Duren Sawit adalah Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta yang mempunyai kekhususan
di bidang pelayanan medik jiwa, napza dan pelayanan spesialis
penunjang lainnya.

9. Direktur adalah Direktur RSKD Duren Sawit.

10. Komite Rumah Sakit adalah Wadah pengembangan kompetensi
(pengetahuan, keahlian dan integritas) Pejabat Fungsional RSKD
Duren Sawit.

11. Satuan Pengawas lnternal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Unsur
pengawasan internal yang bertugas melaksanakan pengawasan intemal
terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya (sumber daya
manusia, keuangan, perlengkapan dan metoda) di RSKD Duren Sawit.

12. Kelompok Staf Medik adalah Kelompok 1'enaga Fungsional Medis
sesual bidang keahllannya yang bortugas mslakukan koglatan sosunl
Jabatan Fungsional masing-masing di RSKD Duren Sawit berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

13. Pejabat Fungsional adalafr Pegawai Negeri Sipil/pegawai tetap yang
diangkat dalam Jabatan Fungsional tertentu dan bertugas di RSK[)
Duren Sawit.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk kelembagaan RSKD Duren Sawit.



BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUT'IGSI

Pasal 3

(1) RSKD Duren Sawit merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah
Daerah dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan perseorangan.

(2) RSKD Duren Sawit dipimpin oleh seorang Direktui yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah.

(3) RSKD Duren Sawit dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
dikoordinasikan oleh Asisten Kesejahteraan Masyarakat'

:

Pasal 4

RSKD Duren Sawit merupakan Rumah Sakit Khusus Kelas A.

Pasal 5

RSKD Duren Sawit mempunyai tugas menyelenggarakan polayanan

kesehatan perseorangan khusus dengan mengutamakan upaya
penyembuhan (kur'atif), pemulihan (rehabilitatif) yang dilal<ukan secara
terpadu dengan upaya pencegahan (preventif) dan peningkatan
(promotif) serta melaksanakan upaya rujukan'

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

RSKD Duren Sawit mempunyaifungsi : '

a. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RK\)
RSKD;

b. penyelenggdraan pelayanan kesehatai medico-psiko-sosial;
penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat;
penyelenggaraan kerja sama pelayanan kesehatan khusus pada

(1)

(2)

d.
panti sosial;

e. penyelerrggaraan pelayanan rehabilitasi mental, rehabilitasi medis

dan rehalrilitasi Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;

f. ponyelenggaraanpelayananm€dis;
g. psnyelenggaraan polayanan ponunjang modls;

h. penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan;
i. penyelenggaraan pelayanan rujukan dan ambulans;
j. penyelenggaraan peningkatanmutu pelayanan;

k. penyelenggaraan urusan rekam medis;
l. penyelenggaraan pelayanan kegawatdaruratan;
m. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja;

n. penyelenggaraan pelayanan pemulasaraan jenazah;

o. iasilitasi penyetenggaraan pendi{ikan dan pelatihan tenaga kesehatan;

p. pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka

mer ringkatkarr pelayanan kesehatan;
q. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan

perawatan prasarana dan sarana kerja;
r. fasilitasi penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan;

s. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan;



pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat
daerah;
penyusunan dan pelaksanaan standar opersional prosedur
pelayanan;
pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan;
dan
pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

AB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan organisasi RSKD Duron Sawit, sebagai berikut :

a. Direktur;

b. Wakil Direktur Keuangan dan Umum, terdiri dari :

1. Bagian Umum dan Femasaran;
2. Bagian Sumber Daya Manusia; dan
3. Bagian Keuangan dan Perencanaan.

c. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari :

1. Bidang Pelayanan Medis;
2. Bidang Pelayanan Penunjang Medis; dan
3. Bidang Pelayanan Keperawatan.

d. Komite Rumah Sakit:

e. Satuarr Pengawas Internel (SPl); dan

f. Kelompok Staf Medik. '
(2) Bagan susunan organisasi RSKD Duren Sawit sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Diroktur

Pasal 7

Direktur mempunyai tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi RSKD
Duren Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

b. mengoordinasikan pelaksanaatl tugas Wakil Direktur, SPI dan Komite
Rumah Sakit;

c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan Satuan Xgqq
Perangkat Daerah- (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD)
dan/atbu instansi pemerintah/swasta dalam rangka peningkatan
pelayanan RSKD Duren Sawit; dan

d. ineldporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas dan
fungsi RSKD Duren Sawit.

t.

u.
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Bagian Ketiga

Wakil Direktur Keuangan dan Umum

Pasal B

(1) Wakil Direktur Keuangan dan Umum merupakan unsur staf RSKD
Duren Sawit dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, sumber daya
manusia dan barang/aset, serta pelaksanaan kegiatan pemasaran,
perenca naan, ketata usa haan dan kerumahtanggaa n.

(2) Wakil Direktur Keuangan dan Umum berl<edudukan di bawah dern
bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal I
(1) Wakil Direktur Keuangan dan Umum mempunyai tugas memimpin

pengelolaan keuangan, sumber daya manusia dan barang/aset, serta
pelaksanaan kegiatan pemasaran, perencanaan, ketatausahaan dankerumahtanggaan. 

I

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil
Direktur Keuangan dan Umum mempunyaifungsi :

a. penyusunan dan polaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
jajaran Wakil Direktur Keuangan dan Umum;

b. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
RSKD Duren Sawit;

c, penyusunan petunjuk teknis standar operasional prosedur
pengelolaan keuangan, sumber daya manusia dan baranglaset,
serta pelaksanaan kegiatan pemasaran, perencarlaan, ketatausahaani dan kerumahtanggaan;

I d. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga
kesehatan dan/atau tenaga lain;

e. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja
dan Anggaran (Rt(A) RSKD Duren Sawit;

f. pelaksanaan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang/aset;
g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
h. penyelenggaraan pemasaran;
i. pengoordinasian penyusunan rencana strategis RSKD Duren Sawit'j. beh"ksanaan peng'ada'an, perawatan, pemelihaiaan dan penatausanaln

perlengkapan/peralatan/inventaris kantor/alat kesehatan;
k. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara RSKD Duren

Sawit;
l. penyusunan laporan keuangan (realisasi anggaran, neraca, arus

kas, catatan atas laporan keuangan) RSKD Duren Sawit;
m. penyusunan bahan laporan Direktur yang terkait dengan tugas dan

fungsi Wakil Direktur Keuangan dan Umum; dan
n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 10

(1) Bagian Umum dan Pemasaran merupakan Satuan Kerja Wakil Direktur
Keuangan dan Umum dalam pengelolaan barang/aset serta pelaksanaan
kegiatan Femasaran, ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

(2) Bagian Umum dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Bagian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggL/ng jawab kepada Wakil
Direktur Keuangan dan Umum.



(3) Bagian Umum dan Pernasarbn mempunyaitugas :

a. menyusun ,Jan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Bagian Umum dan Pemasaran;
b. menyusun bahan petunjuk teknis standar operasional prosedur

pelaksanaan barang/aset, serta pelaksanaan kegiatan pemasaran,

ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
c. menghirnpun, menganalisis, mengajukan kebutuhan perlengkapan/

pe ralatan/inve ntari s kanto r/alat ikesehata n ;

d. inemproses pengadaan, menerima, menyimP?n.dan mendistribusikan

serta me ncatbt pe rte n gXa pa n/peralata n/i nve nta ri s ka nto r/alat keseh ata n ;

e. melaksanakan'kegialan'pemeliharaan dan perawata,t perlengkapan/
peralatan/inventaris kantor/alat kesehatan termasuk irangunan
gedung;

f. menyampaikan pencatatan pengadaan, penyimpanan, pendistrilrusian,

pernulihuru"n dan perawatan perlengkapan/peralatzrn/inventaris
kantor/alat kesehatan kepada Bagian Keuangan dan Perencanaan

untuk dibukukan;
g. melaksanakan kegiatan publikasi dan pemasaran pelayanan RSKD

r Duren Sawit;
tr. melaksanakan pelayanan data dan informasi rumah sakit (front office)

direksi;
i. melaksanakan penjajakan kerja sama pelayanan dengan institusi

pengguna jasa pelayanan kesehatan;
j. i-neli[sunakan 

'kegl-atan 
surat monyurat dan koarslpan antara lnirl

penerimaan, pencatatan, pentaklikan, penomoran, stempel,
pendistribusian dan pengiriman surat serta penyimpanan,
penelusuran dan pemeliharaan arsip;

k. melaksanakan kegiatan proses pembangunan bangunan gedung

RSKD Duren Sawit:
L mengelola ruang rapaVruang pertemuan dan perpustakaan RSKD

Duren Sawit;
m. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan,

keamanan dan ketertiban RSKD Durcn Sawit;
n. melaksanakan upacara dan pengaturan acara RSKD Duren Sawit;

o. melaksanakan koordinasi penghapusan barang;
p menyiapkar+ bahan perumusan dan penyusunan peraturan RSKI)' 

Duren sawit yang terkait dengan tugas Bagian umum dan

Pemasaran;
q. menyusun bahan pelaksanaan kerja sam? dengan pihal< lain,' 

berkoordinasi dengan Bagian Sumber Daya Manusia;
r. menyusun bahan kebija[an teknis pelayanan RSKD Duren Sawit

yang berkaitan dengin tugas dan fungsi Bagian umum dan

Pemasaran;
s. msngombgngkan JeJarlng polaysnBn antor Rumah Saklt dan sorano

PelaYanan kesehatan lainnya;
t. inenyiapran bahan laporan wakil Direktur Umum dan Keuangan

yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bagian umum dan

Pemasaran; dan
u. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan

fungsi Bagian Umum dan Pemasaran'

(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

di bawah Bigian Umum Jan Pemasaran dapat dibentuk paling banyak

4 (empat) satuan Pelaksana.

(5) Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4),.dipimpin oleh\ / 
seorang Koordinator Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Pemasaran'



(1)

(2)

Pasal 11

Bagian sumber Daya Manusia merupakan satuan Kerja wakil Direktur

xuuung.n dan umum dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia.

BagianSumberDayaManusiadipimpino|ehSeorang.Kepa|aa3qi?l
yarig nerkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil

Direktur Keuangan dan Umum.

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyaitugas :

a. menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Bagian Sumber DaYa Manusia;
b. menyusun rancang-an peraturan pengelolaan sumber daya manusia;

c. melaksanakan pLrencanaan kebutuhan, penempatan, mutasi,

pengembangan, pendidikan dan pelatihan pegawai;

d. melJksanakin monitoring, pemblnaan, pengendalian, pengembangan

dan pelaporan kinerja dan disiplin pegawai;

e. melaksanakan pengurusan hak, kesejalrteraan, penghargaan,

kenaikan pangkat, cutidan pensiun pegawai;

f.menyiapkandanmemprosesadministrasipengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan darijabatan;

g. menghimpun, mengolah, monyajikan tJan memelihara data,

informasi dan dokumsn kopogawalan pogawal tertnttsuk Daftlir'

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut

Kepangkatan (DUK) Pegawai;
h. melaksanakan konseling pegawai teriradap non Pegawai Negeri

Sipil RSKD Duren Sawit;
i. memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga

kesehatan dan/atau tenaga lainnya di RSKD Duren sawit;
j. memfasilitasi penyelesailn permasalahan hukum di RSKD Duren

Sawit;
k. menyiapkan bahan laporan Wakil Direktur

yang berkaitan dengarr tugas' dan fungsi

Manusia; dan
l. rnela;.rorkan dan mempertang;ungjawabkan

fungsi Bagian Sumber Daya Manusia'

(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dima.ksud pada ayat (1)'

di bawah Bagian SumbeiDaya Manusia dapat dibentuk paling banyalt

3 (tiga) satuan Pelaksana.

(5) satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh

r seorang Koordinator SJtuan Pelaksana berkedudukan di bawah dan

, bertangigung jawab kepada Kepala Bagian sumber Daya Manusia.

Pasal 12

( l) Bagian Keuangan dan Perencanaan merupakan satuan Kerja wakil

Direktur Keuaigan dan Umum dalam pengelolaan keuangan dan

pelaksartaan tugas Perencanaan'

(2) Bagian Keuangan dan Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala

Bagian yang b;rkeduriukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Wakil Direktur Keuangan dan Umum'

(3)

Keuangan dan Umum
Bagian Sumber DaYa

pelaksanaan tugas dan



(3) Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas :

a. menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Bagian Keuangan dan Perencanaan;

b. menghinrpun bahan dan penyusunan rencana strategis RSKD Duren
Sawit;

c. menyusun bahan petunjuk teknis standar operasional prosedur
pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan;

d. menghimpun bahan dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) RSKD Duren Sawit;

e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) RSKD Duren Sawit;

f. melaksanakan penatausahaan keuangan RSKD Duren Sawit;
g. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan (realisasi

anggaran, neraca, arus kas, catatan atas laporan keuangan) RSKD
Duren Sawit;

h. menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan RSKD Duren Sawit;

i. melakukan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset RSKD
Duren Sawit;

j. mencatat, membukukan dan menyusun akutansi aset RSKD Duren
Sawit:

k. melaksanakan mobilisasi penerimaan keuangan;
L melaksanakan pengelolaan kqs, utang dan piutang RSKD Duren

Sawit;
m. menerima, meneliti dan memproses pengajuan Surat Permintaarr

Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
n. melaksanakan teknologi informasi keuangan RSKD Duren Sawit;
o. melaksanakan pembayaran pengeluaran;
p. menerima, meneliti/menguji kelengkapan tagihan belanja;
q. mengoordinasikan penghitungan unit cost dan usulan tarif setiap

pelayanan;
r. mengoordinasikan penyusunan formula remunerasi;
s. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan Rencana

r Kerja dan Anggaran (RKA) kepada Satuan Kerja RSKD Duren Sawit;
i t. menghimpun bahan dan menyusun l,aporan kegiatan, kinerja danI akuntabilitas RSKD Duren Sawit;

u. menyiapkan bahan laporan Wakil Direktur Umum dan Keuangan
yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bagian Keuangan dan
Perencanaan; dan

v. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Bagian Keuatrgan dan Perencanaan.

(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di

bawah Bagian Keuangan dan Perencanaan dapat dibentuk paling
banyak 4 (empat) satuan pelaksana.

(5) Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh
seorang Koordinator Satuan Pelaksana berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan dan
Perencanaan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas Satuan
Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12

diatur dengan Peraturan Direktur.



(1)

Bagian KeemPat

Wakil Direktur PelaYanan

Pasal 14

Wakil Direktur Pelayanan merupakan unsur lini RSKD
dalam pelaksanaan pelayanan medis, penunjang
keperawatan.

(2) Wakil Direktur Pelayanan berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Direktur.

Pasal 15

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
medis, penunjang medis dan keperarryatan'

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil
Direktur Pelayanan mempunyai fungsi :

a. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
jajaran Wakil Direktur PelaYanan;

b. pelaksanaan pelaYanan medis;
c. pelaksanaan pelayanan penunjang modis;
d. pelal<sanaan pelayanan asuhan keperawatan;
e. pelaksanaan peiayanan rujukan dan ambulans,
f. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan;
g. pelaksanaan urusan rekam medis;
h. pelaksanaan pelayanan kegawatdaruratan;
i. pelaksanaan kesehatan dan keselamatan keriql
j. pelaksanaan kesehatan lingkungan rumah sakit;
k. irelaksanaan pelayanan pemulasaraan jenazah;
l. pelaksanaan keselamatan pasien;
m. iasilitasi penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan;
n. penyusuhan dan pelaksanaan standar pelayanan;
o. ienyusunarr dan felaksanaan standar operasional prosedur pelayanan

medis, penonjang medis dan keperawatan;
p. p"nyu'.irnun'Oari pengendalian' kebutuhan perlengkapaniperalatan/' inventaris pelayanhn medis, penunjang medis.dan keperawatan;
q. penyusunin bihan laporan Direktur yang terkait dengan tugas dan

iundsi Wakil Direktur Pelayanan; dan
r. petiporan dan pertanggurigjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 16

Bidang Pelayanan Medis merupakan Satuan Kerja Wakil Direktur
Pelayanan ddlam pelaksanaan pelayanan medis.

Bidang Pelayanan Medis rJipimpin oleh seorang. Kepala Bidang yang

Oerkedudunan Oi bawah dan'beitanggung jawab kepada Wakil Direktur
Pelayanan. 

r

Bidang Pelayarran Medis mempunyaitugas :

a. menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Bidang Pelayanan Medis;
b. meng6orOinasikan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan

peng"endalian serta pembinaan pelaksanaan kegiatan pelayanan
ined-is, pelayanan kegawatdaruratan dan rujukan;

Duren Sawit
rnedis dan

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)



menyusun dan menyediakan kebutuhan perlengkapan/peralatan/

i nventa ris pelaya nan medis/kegawatdaruratan/ruju kan ;

mengembangkan kegiatan pelayanan medis, pelayanan

kegawatdaruratan dan rujukan;
menyusun standar pelayanan medis, standar operasional prosedur,

monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan kegiatan
pelayanan medis, pelayanan kegawatdaruratan dan rujukan;
mengoordinasikan penyelenggaraan keselamatan pasien;
melaksanakan koordinasi pelayanan ambulans;
fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan pelayanan
kesehatan;
menyusun rencana pengembangan
mengoordinasikan pelal<sanaannya;

tenaga .nedis dan

melaksanakan penyuluhan kesehatan rumah sakit;
menyiapkan bahan laporan Wakil Direktur Pelayanan yang berkaitan
dengan tugas dan iungsi Bidang Pelayanan Medis; dan
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Bidang Pelayarran Medis.

Pasal 17

(1) Untuk melaksanakan kegiatan pelayanan medis di bawah Bidang
Pelayanan Medis dapat dibontuk paling tlnnynk 5 (llmn) lnstnlasl
pelayanan medis.

(2) lnstalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
Kepala Instalasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis.

Pasal 18

(1) Bidang Pelayanan Penunjang Medis merupakan Satuan Kerja Wakil
Direktur Pelayanan dalam pelaksanaan pqlayanan penunjang medis.

(2) Bidang Pelayanan Penunjang Medis dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Wakil Direktur Pelayanan.

(3) Bidang Pelayanan Penunjang Medis mempunyai tugas :

a. menyusun dan molaksanakan Roncana t(oria darr Angglran (RKA)

Bidang Pelayanan Penunjang Medis;
b. mengoordinasikan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan

pengendalian serta pembinaan pelaksanaan kegiatan pelayanan
penunjang medis;

c. menyusun dan menyediakan perlengkapan/peralataniinventaris
pelayanan Penunjang medis;

d. mengembangkan kegiatan pelayanan penunjang medis;

e. menyusun standar pelayanan penunjang medis, standar operasional
prosedut', monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan

kegiatan pelayanan penunjang medis;
f. menyelenggarakan urusan rekam meclis;
g. menyelenggarakan prelayanan gizi, laboratorium, kefarmasian,

radiodiagnodtik, rehabilitasi medik dan pemulasaraan jenazah serta
pelayanan penunjang medis lainnya,

e.

f.

Y.
h.

d.

j.
k.

I

6Pt



menyuslln rencana pengembangan tenaga penunjang medis dan

mengoordinasikan pelaksanaannya; 
.

*uni"funggarakan kesehatan dan keselarnatan kerja, launciry dan

sanitasi lingkungan rumah sakit;
menyiapkair baian laporan Wakil Direktur Pelayanan yang berkaitan

Ounsiun tugas dan fungsi Bidang Pelayarurn Penunjang Medis; dan

r"iip" rxi"n dan mem-pertanggu ngjawabka n pelaksanaan tu gas dan

fungsi Bidang Pelayanan Penunjang Medis'

Pasal 19

Untuk melaksanakan kegiatan pelayanan penunjang medis di bawah

Bidang Pelayanan Penunjang Medis dapat cibentuk paling banyak

6 (enam) instalasi penunjang medis'

Instalasi sebagaimana dimaksud fada ayat (1), dipimpin oleh seorang

X"p"f" lnstalisi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

keiada Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medis'

Pasal 20

Ketentuan lobih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas instalasi

sobagalmana dimaksucl clalam Pnsnl 17 clnn Pitsnl 19 dlnttrr dongttn

Peraturan Direktur.

Pasal 21

Bidang Pelayanan Keperawatan merupakan Satuan Kerja wakil
Direktlr Pelayanan dalam pelaksanaan pelayanan keperawatan.

Bidang Pelayanan Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Blg9lq

Vang Eerfeciudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil

Direktur PelaYanan

Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas :

a. menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran (R}(/\)

Bidang PelaYarran KePerawatan;
b. meng6orOinisikan, monitoring, evaluasi, pengawasarl' dan

pemSinaan pelaksarraan kegiatan pelayanan ke.perawatan;

c. *.nyrtrn dan menyediakan kebutuhan perlengkapan/peralatan/

inventaris kePerawatan ;

d. mengembangkan kegiatan pelayanan keperawatan;
e. menlusun s-tandar 

-pelayanan keperawatan, standar operasional
pros"dur, monitoring, Lvaluasi, peng;arvasan dan pembinaan

kegiatan PelaYanan kePerawatan;
f. menyusun r*n.un" pengembangan tenaga keperawatan dan

mengoordinasikan pelaksanaannya;
g. meniiapfan bahan laporan Wakii Direktur Pelayanan yang berkaitan- 

dengan tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Keperawatan; dan

h. metlport<a'n dan menrpertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan

fungsi Bidang Pelayanan Keperawatan'

Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (3),

Kefala Biclang Pelayana-n Keperawatan dapat dibantu paling banyak

3 (tiga) Asisten Manajer Keperawatan.

h.

i.

j

k.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

&

(4)



(1)

(5) Asisten Marrajer Keperawatan sebagaima.na climaksud pada ayal.(4),
berkeduclukan di bawah clan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Pelaya nan KePerawatan.

Pasal 22

(1) Untuk melaksanakan kegiatan perayanan keperawatan di bawah Bidang

Pelayanan Keperawatan dibentuk Satuan Peiayanan Keperawatan
sesuai kebutuhan dan jenis keperawatan.

(2) Satuan Pelayanan i(eperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dipimpin oleh seorang Kepala satuan Pelayanan KqnqlawaJan .yang
berkedudukan di Oawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
pelayanan Keperawatan dan dikoordinasikan oleh Asisten Manajer
Keperawatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas satuan
pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kelima

Komite Rumah Sakit

Pasal 23

Komite Rumah Sakit adalah Wadah pembinaan kompetensi
(pengetahuan, keahlian, dan integritas) Pejabat Fungsional RSKD
Duren Sawit.

Komite Rumah Sakit dipimpin 1 (satu) orang Ketua yang dipilih dari dan
oleh Pejabat Fungsignal dalam forum rapat, serta dlangkat dan
diberhentikan oleh Direktur-

(3) Forum rapat slibagaimana dimaksud pa.da ayat (2), memilih 3 (tiga)

calon untuk diusulkan kepada Direktur'

Pasal 24

(1) Komite Rumah Sakit mempunyai tugas :

a. mongusulkan standar kompetensi (pengetahuan, kealrlian dan

integritas) Pejabat Fungsional;
melaksanakan audit medik;
rnenyusun dan melaksanakan kegiatan ilmiah di RSKD Duren Sawit;

menyusun kode etik pelayanan Pejabat Fungsionai;
melaksanakan forumlkegiatan diskusi pengembangan keprofesian;
melaksanakan fungsi Komite Rumah Sakit sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;
meng usu [<a n standar/prosedur pelayanan Pejabat Fu ngsio nal ; dan

mela"pcrkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada

Direktur.

(2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite .Rumah Sakit dapat
dibentuk Subkomite yang dipimpin oleh seorang Ketua Subkomite yang

diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas usul Ketua Komite Rumah

Sakit.

(2)

@

b.

d.
e.
f.

g'
h.



F

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, s_usunan organisasi, tata

keria dan rinclan tugas Komite Rumah Sakit dan Subkomite

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan

Peraturan Direktur.

Bagian Keenam

Satuan Pengawasan Internal

Pasal 25

(1) SPI mempunyai tugas :

a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan
internal;

b. menyusun jadwal pelaksanaan pengawasan internal;
c. melaksanakan kegiatan pengawasan internal;
d. mengolah dan melapottan hasil pengawasan internal;
e. merekomendasikan tindak lanjut terhadap temuan hasil pengawasan

internal kepada Direktur;
f . memonitor pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal;
g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan pemeriksa eksternal

dan aparat pemeriksa internal pemerintah; dan
h. melaporkan dan rrrermpertanggungjawabkan polaksanaan tugas

kepada Direktur.

(Z) SPI dipimpin oleh seorang Kepala SPI yang diangkat dan diberhentikan
oleh Direktur dari Pegawai Negeri Sipil I{SKD Duren Sawit yang

memenuhi persyaratan.

(3) SPI dalam melaksanakan tugasnyai bertanggung jawab kepada Direktur.

(4) SPI dalanr melaksanakan tugasrrya tidak dapat ciipengaruhi oleh Wakil
Direktur, Ketua Koinite Rumah sakit, Kepala Bidang, Kepala Bagian

dan/atau Kelompok Staf Medik RSKD Duren Sawit.

Pasal 26

(1) Susunan SPl, terdiri dari :

', o. 1 (satu) orang Kepala merangkap anggota;: b. 1 (satu)orang Sokretaris morangkap anggota;
c, paling banyak 3 (tiga)orang anggota; dan
d. sekretariat paling banyak 3 (tiga) orang.

(2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala, Sekretaris dan Anggota SPl,

sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri SiPil ;

b. berprofesi sebagaitenaga i<esehatan atau pegawai non kesehatan;
c. memiliki dedikasiyang tinggi dalam menjalankan tugas;
d. memiliki nilai keteladanan dan dihormati oleh pegawai rumah sakit;

e. tidak pernah melanggar etika profesi atau peraturan kepegawaian;
f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
g. memiliki pendidikan minimal strata satu; dan

h. memilikiintegritas.
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Pasal 31

(1) Jabalgn Xep?lg SPl, br:k.an jabatan strukturat yang hanya dapat dijabat
oleh Pegawai Negeri Sipil.

(?-) Jabatan.Ketua Komite Rumah sakit, Ketua trbkomite, Kepala lnstalasi,
S.epata Ketompok staf Jr/edik, Kooidinator satuan petatiSini; A;l;G"
llq1ajer Keperawatan, sekretaris dan a,nggota spt serta kup* sitriin
r're raya n a n Kepe rawata n bukan merupaka n ja bata n strukturail.

(3) Kepala Instalasi, Kepala Kelompok staf Medik, Koordinator satuan
Pelaksana, Asisten Manajer Keptirawatan, sekreiaris dan Anqqota'spr
qgrta, Kippala. .satuan pelayanan 

. Kepe_rawatan oiangT("at-- din
diberhentikarr oleh Direktur dari iregawai RSkD Duren sawit. "

(4) Dalam .mgpajukan .pe.nggngkatan, pemindahan dan pemberhentian
peggryti dalam da.n,dari,j-batan sebagaimana dimaksuo' pioi av;t iii;ayat (2), dan.ayat (3), harus mempeihatikan dan ;empertim#;;i;"
Kese_suaran Jabatan dengan pendidikan !ormat, pendidikan dan pelaiihan
Keornasan, pengataman dan kompetensi pejabavcalon pejabat.'

(5) Ketentuan lebih lanjut. mengenai persyaratan pengangkatan,
peminda.han dan. pemberhentian-Ketua komite numati siKi,"Gtr"
subkomite, Kepala I nstaiasi,, Kepala Kelompok star-Meoit<, xijii?oinii"rsatuan Pelaksana, Asisten Manajer Keper'awatan oan xejpdiJ Siiu6n
Pelayanan Keperawatan diatur dengan peraturan Dire(tur. 

--

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 32

(1) Dalam melaksanakan tugas <1an fungsinya RSKD Duren sawit waiib
taat dan berpedoman pad-a ketentuan [eraturan perunolng-u-noinglni'

(2) Direktur mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan satu;an
5:t i,Lg r,llgl1, 

?? gI?!_(9Sp D), 
.U 

n it Fu ! u .rii ra ns r(at Dae;;h ( u KF D j
oan/atau Instanst pemerintah/swasta terkait, dalam rangka menindkatkan
kinerja^ dql -rnemperiancar pelaksanadn tugas d'an tungsi"RSKb
Duren Sawit.

Pasal 33

Qirektur,_ waki! Direktur, . K.qpala Bagian, Kepala Bidang, Ketua Komite
Rumah sakit, l.(epala.sPl,.Kepala Instalasi, K'epala Kebfipok stat riatoir,
Ketua subkomite, sekretaris sPl, Koordinator Saluan pelbksana, Asisten
Manajor Keporawatan, Kepala Satuan pelayanan Koporawatan clan'Anooota
SPI serta Pegawai RSKD Duren Sawit daldm melaksanakan tuqasnvi Waiib
mematuhi ketentuan .peraturan perundang-undangan serta -men'erapkin
prinsip koordinas.i,.. kerja gama, . iqtegrisi, siriplifikasi, akuntabilitas,
transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 34

(1) Direktur, lv,akil .Direktur,^Kgp?La Bagian, Kepala B;dang, Ketua Komite
fumah sakit, Kepala sPl, Kepala Instala'si, Kepala"kelompok staf
$e.dik, Ketua subkomite, sekretaris spr, Koordinator' Satuin
Pelaksana, Asisten Manajpr. -Kep_erawatan,' dan Kepala siiuin
Pelayanan K.eperawatan Rsxo 'Duren sawit wajib memimpin,
mengoordinas.ikan, mengarahkan, memberika n bimbing6n, memberikan
petunjuk pelaksanaan tugas, membina, dan meniiai -kinerja bawahan

; IndSlIlQ-maSlng.



(2) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Ketua Komite
Rumah Sakit, Kepala SPl, Kepala lnstalasi, Kepala Kelompok Staf
Medik, Ketua Subkomite, Sekretaris SPl, Koordinator Satuan
Pelaksana, Asisten Manajer Keperawatan, Kepala Satuan Pelayanan
Keperawatan dan Anggota SPI serta Pegawai RSKD Duren Sawit wajib
mengikuti dan ntematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Ketua Komite
Rumah Sakit, Kepala SPl, Kepala lnstalasi, KepalA Kelompok Staf Medik,
Ketua Subkomite, Sekretaris SPl, Koordinator S4tuan Pelaksana, Asisten
Manajer Keperawatan dan Kepala Satuan Pelaydnan Keperawatan RSKD
Duren Sawit wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas
bawahan masing-masing se','ta mengambil langkah-langkah yang diperlukan
apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 36 
v

(1) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Ketua Komite
Rumah Sakit, Kepala SPl, Kepala lnstalasi, Kepala Kelompok Staf
Medik, Ketua Subkomite, Sekretaris SPl, Koordinator Satuan
Pelaksana, Asisten Manajer Keperawatan, Kepala Satuan Pelayanan
Keperawatan dan Anggota SPI serta Pegawai RSKD Duren Sawit wajlb
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas (termasuk kendala yang
dihadapi dalam 

'pelaksanaan 
tugas) kepada atasan masing-masing

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan
pengambilan keputusan sesuai dengan kewenalrgan masing-masing.

- Pasal 37

(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana
melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan
pelaporan terhadap RSKD Duren Sawit.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan,
ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diatur dongan Peraturan Gubornur.

BAB VII

I(EPEGAWAIAN

(1) Pegawai Negeri SiPil Pada
Negeri Sipil Daerah.

(2) Pengelolaan kepegawaian
dilaksanakan sesuai dengan
di bidang kepegawaian.

Pasal 38

RSKD Duren Sawit merupakan Pegawai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ketentuan peraturan perundang-undangan



(3 r Dalam rangka pengembangan karier pegawai Negerri sipil pada lingkupkesehatan dapat dilaksanakan pengangkatari, pemindahan clanpemberhentian dari dan daram jabatan non struktural (pemindahan
Pogawal Negeri sipir) antar RSUD/RSI(D, atau antara RSUD/RSKD
dengan Unit Kerja Dinas Kesehatan.

(4) Pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dandalam jabatan non strukturar (pemindahan pegawai negeri sipr:t;sebagairnana dimaksyd pgdl ayai 1s1, dirakukan rierarui peiluan"#ndaram forum koordinasi oir6rtui 'RSUD/RSKD 
dan/atau forum

koordinasi Direktur RSUD/RsKD dengan Kepala oinas Kesehatan.

(5) Hasil pembahasan daram forum koordinasi sebagaimana dimaksuo
!r-"d".ayat (4), diajukan bersama para Direktur n5uolnsko ounl"nKepala Dinas Kesehatan kepada Gubernur melaluisekretaris Daerah.

Pasal 39

RSKD Duren sawit sebagai satuan.ferja perangkat Daerah (sKpD)yang menerapkan.pola pengelolaan Keuangan Bidan Layanan'u;*i
Daerah (PPK-BLUD) dapat mempunyai pelawai non neiawai N.g;ii
Sipil.

Pegawai non Pegawai Negeri sipir sebagaimana dimaksud pada ayat(1), merupakan pegawai non pegawai Negieri sitir CsKb Duren sawit.

Pengelolaan kepegawaian sebag.aimana dimaksud pada ayat (2),
d i la ksana kan sesuai dengan kete ituan peratu ran perundang_rrioi^d"ii
legawai lon Pegawai N.egeri sipir pada satu'an ke4a- peranfkat
Daerah 

. 
(SKPD), ulit Kerja p'erangkat .paeran (uKpD) vzngmenerapkan Pola_. pengeroraan Keuangan Badan Layanan UmumDaerah (PPK-BLUD).

Dalam rangka-oengembangan dan pe.raksanaan peraturan perundang-
unoangan pegawai .non 

pegawai Negeri sipil dapat diiaksanakJnpemindahan pegawai non pegawai Negeri sipir aritar RSUD/RSKD
dan/atau dengan Unit Kerja Dinas Keseriatan lang teLh ,"n.r"fk"nPola Pengeloraan Keuangan Badan Layanan urium Daerah inFx-BLUD).

[]elaksanaan pemindahan pegawai non pegawai Negeri sipil
sebagaimana dimaksud. pada aybt 1+;, cJirakukan herarui pembahasan
dalam forum koordirrasi para tiirekiur RSUD/RSKD dan/atau dengan
Kepala Dinas l(esehata;r.

Hasil pernbahasan dalam forum koordinasi sebagaimana dimaksudpada ayat (5), ditetapkan oleh masing-masing Diriktur RSUD/RSKDatau Kepala Unit Kerja Dinas Kesehatan i"ng menerapkan pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umurn-DaJrarr iRnx-aLUD).

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 40

Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, RSKD Duren sawitrnendapat pemb;naan dari sekretaris Daeiah melaiui Badan Kepegawaian
Daerah dan Biro organisasi dan Tatalaksana sekretariat Daerah.



BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 41

(1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi RSKD Duren sawit sebagai

satuan Kerja perangkJt Daerah 15xeo1 yanq menerapkan Po,la

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)

dibebankan Pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. pendapatan operasional RSKD Duren Sawit; dan

c. hibah atau bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat'

(2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

d i la kla rrakan seiirai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

di bidang keuangan negara/daerah.

(3) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dilalisanaka n sei-uai dengan ketentuan pe ratu ran perundang-u ndangan

di bidang pengelolaan badan layanan umum/daerah'

(4) pengelolaan anggaran sobagalmana <Jinraksucl puda ay0t (1) ltttt'ttf c,

dilaksanakan sellai dengan ketentuan/amanat pemberi bantuan atau

hibah.

BAB IX

ASET

Pasal 42

(1) Aset yang dipergunakan oleh RSKD .Du;e.n 
sawit sebagai prasarana

dan sarana X6rja merupakan aset daeiah dengan status kekayatan

daerah Yang tidak diPisahkan.

(2)Penge|o|aanasetatauprasaranadanSaranakerjasebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentualt

peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan

ketentuan peiunOaig-unclaigan di bidang pengololaan barang milik

negara/daerah.

Pasal 43

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima .oleh RSKD Duren Sawit

dalam rangXa pelaksanafan tugasidan fungsi dalam bentuk pemberian

hibah atau bantuan barang dari pihak ketiga merupakan penerimaan

barang daerah.

(2) Penerinraan prasarana d.an sarana kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (11, ruJ"i" 
-Oitapot1un 

kepada Gubernur melalui Kepala Badan

ebngetofa liur.ngun Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah sekaliguJ Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan

dibukukan sebagai aset daerah'



BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pas;nl 44

(1) RSKD Duren Sawit menyusun dan menyampaikan laporan berkala
tahunan, Semester, triwulan, bulanan dan/atau Sewaktu-waktu kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi
laporan :

a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;

, b. keuangan dan kinerja;
i 6, kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan
I sarana kerja;

d. akuntabilitas; dan
e. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 45

Dalam rangka akuntabililas RSI(D Duron Sawit mongombnngknn sistottt
pengendalian internal.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 46

Pengawasan terhadap RSKD Duren Sawit dilaksanakan oleh :

a. Lembaga Neglra yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara;
b. Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah; dan

c. lnspektorat.

BAR XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

RSKD Duren Sawit wajib mengembangkan pelayanan unggulan.

Pasal 4B

RSKD Duren Sawit sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

menerapkan Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(PPK-BLUD) mempunyai dewan pengawas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undang;an.



Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubemur
Itlomor 172 Tahun 2007 tentang organisasi dan Tata 

'Kerja 
numan samtKhusus Daerah Duren Sawit Dinal Kesehatan provinsi baerah Khususlbukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

pasal 50

Peraturan Gubernur ini murai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Da6rah provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta.

Ditotapkan di Jakarta
pada tanggal 2Z Ju I i 2009

GUBERNUR PROVINSI DAEMH KHUSUS

Diundangkan di Jakarta
radatanggal 5 Agustus 2009

SEKRETARIS DAEMH PROVINSI DAEMH IfiUSUS
. IBUKOTA JAMRTA,

BERITA DqEMF.I
TAHUN ?00e

PROVINSI DAERAH KHUSUS II3UKOTA JAKARTA
NOMOR IzO

rBUl(gTA JAMRTA,

UHAY'AT
NIP 050012362



Nomor f21
Tanggal. 27

TAflUTI 2fi}9
Juli 2009

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH DUREN SAWIT

suaKoMm
RTJM H S,AKIT

GUBERNUR DAERAH KHUSUS


